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Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka memberikan 

dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI di bidang legislasi, Pusat Perancangan 
Undang-Undang Bidang Ekkuinbangkesra Badan Keahlian DPR RI bekerjasama dengan 
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, akan menyelenggarakan Focus Group Discussion 
(FGD) tentang Urgensi RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen di Provinsi Jawa Tengah  yang akan dilaksanakan pada:  

Hari/tanggal :  Rabu, 30 Agustus 2023 
Waktu  :  09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat :  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 
Topik            : Focus Group Discussion (FGD) tentang Urgensi RUU Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat 
menugaskan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 
1945 Semarang sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion tersebut bersama Tim 
dari Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekkuinbangkesra Badan Keahlian DPR RI. 
Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Laksmi Harundani, S.H., M.Kn., HP. 081282 
91283.  

 Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih 

 

       

Tembusan: 
1. Sekretaris Jenderal DPR RI; 
2. Inspektur Utama DPR RI; 
3. Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang; 

Bidang Ekkuinbangkesra. 
---------------------------------------------------------------- 
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Agustus 1945 

 



 1 

NO KEGIATAN  WAKTU  RINCIAN  KETERANGAN 

1945 Semarang 

3. Penandatanganan 
MoU dan PKS 

09.15-09.30 Penandatanganan MoU dan 
PKS Badan Keahlian DPR RI 

dengan Universitas 17 
Agustus 1945 Semarang 

 

3. 
  

FGD  
Tema : “Urgensi 

Perubahan atas 
Undang Nomor 8 

Tahun 1999 
tentang 
Perlindungan 

Konsumen” 
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Plt. Kepala Pusat PUU 
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Moderator:  
Universitas 17 

Agustus 1945 
 

 

 

 

 

 

 

 

09.45–10.00 
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Narasumber II:  
Akademisi Fakultas Hukum 
Universitas 17 Agustus 1945 

Semarang 
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Narasumber III: 

Akademisi Fakultas Hukum 
Universitas 17 Agustus 1945 
Semarang 

 

10.15–10.30 
WIB 

Narasumber IV:  
Akademisi Fakultas Ekonomi 

Universitas 17 Agustus 1945 
Semarang 

 

10.30-10.45 

WIB 

Narasumber V:  

Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya 

Masyarakat Jawa Tengah 

10.45–12.00 

WIB 

Tanya jawab 

Peserta Diskusi  

4. Penutupan 12.00-12.30 

WIB 

Penutupan 

 

MC/Protokol 

Universitas 17 
Agustus 1945 

 

 

 



KELEMBAGAAN 

DALAM 

PENYELENGGARAN 

PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 

=



PENDAHULUAN

Masalah perlindungan konsumen sering kali menjadi perbincangan di Masyarakat seperti diabaikannya hak-2 
sbg konsumen dan kompleksitas persoalan seperti kualitas, keamanan dikonsumsi, sampai pd standarisasi, 
menjadi issu yg harus segera di carikan solusinya.

Posisi kurang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen yg disebabkan belum memadainya regulasi yg 
ada menjadi salah satu penyebab kurang nya kepastian hukum

Kemajuan Teknologi dan perdagangan bebas, sebagi salah satu penyebab banyaknya tawaran berbagai macam
produk yg di pasarkan kepada konsumen baik secara langsung, media cetak sampai elektronik, bahkan sejak
pandemic covid-19 tawaran produk melalui elektronik menjadi solusi tepat krn ganasnya virus tersebut
sehingga transaksi secara tatap muka tidak dianjurkan.

Kemajuan Teknologi dan perdagangan bebas merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dihindari dan telah
menimbulkan perubahan secara cepat. Canggihnya teknologi, sehingga industry industry mampu
memproduksi berbagai produk dengan skala yang tidak kecil .

Pemerintah mempunyai peran strategis sebagai penengah kedua kepentingan baik pelaku usaha maupun
konsumen.



DASAR PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM 
KONSTITUSI

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) 

khususnya Pasal :

Pasal 5 Ayat (1) : Presiden berhak
mengajukan rancangan undang-

undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.

Pasal 21 : Aggota Dewan 
Perwakilan Rakyat berhak

mengajukan usul rancangan
undang-undang. 

Pasal 27 Ayat (2): Tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. 

Pasal 33  Ayat (4): Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional. 



DASAR HUKUM 

UUD NRI 1945

UU No. 8 Tahun
1999 tentang
Perlindungan
Konsumen PP No. 4 Tahun

2019 tentang Badan
Perlindungan
Konsumen
Nasional



• Segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen. 

Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 

1999 

•Keseluruhan peraturan dan hukum yg 
mengatur hak dan kewajiban dan produsen 
yg timbul dlm usahanya utk memenuhi 
kebutuhannya dan mengatur upaya-2 utk 
menjamin terwujudnya perlindungan 
hukum thd kepentingan konsumen

Konsep Perlindungan 
Konsumen (Sidobalok 

2014:39 )



KELEMBAGAAN DALAM PENYELENGGARAN 
PERLINDUNGAN KONSUMEN 

Membicarakan kelembagaan dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen akan menyangkut kesadaran semua stakeholder :

1. Pemerintah

2. Pelaku usaha

3. Konsumen





Lanjutan:



LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN 
SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM)

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA 
KONSUMEN ( BPSK)

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 
NASIONAL ( BPKN)



Badan Perlindungan
Konsumen Nasional
(PP No. 4 Tahun
2019) 

•Badan yg dibentuk utk 
membantu upaya
pengembangan
perlindungan
konsumen, dan memiliki
fungsi dlm memberikan
saran dan pertimbangan
kpd pemerintah dlm
upaya mengembangkan
perlindungan konsumen
di Indonesia. 

Lembaga
Perlindungan
Konsumen Swadaya
Masyarakat

•Lembaga non- pemerintah
yang terdaftar dan diakui
oleh pemerintah yang 
mempunyai kegiatan
menangani perlindungan
konsumen.

Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen

•Sebuah badan yang 
bertugas menangani dan
menyelesaikan sengketa
antara pelaku usaha dan
konsumen..



ASPEK KELEMBAGAAN (UU Nomer 8 Tahun 1999)

 Dalam Upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan  Perlindungan
Konsumen Nasional (BPKN), dari pola rekruitmen nya : diangkat oleh 
Presiden atas usul Menteri setelah dikonsultasikan kepada DPR RI.

 Fungsi nya sebagai supporting/auxiliary terhadap fungsi Lembaga negara 
utama.

 BPKN merupakan Lembaga non structural. Lembaga non structural  
dibentuk untuk membantu tugas pemerintah untuk melaksanakan tugasnya
khususnya untuk merespon berbagai tuntutan dalam mewujudkan Good 
Governance, karena ada fungsi fungsi khusus yang tidak dapat dilaksanakan
secara regular dan perlu dilaksanakan secara independent.



ASPEK KELEMBAGAAN
Dalam mendukung tugas BPKN, anggaran dibebankan kepada APBN 
(anggaran pendapatan Belanja Negara) atau sumber lain sesuai peraturan
perundang-undangan. 

 Keberadaannya di Ibukota Negara RI , jika diperlukan dapat membentuk
perwakilan di ibukota daerah provinsi.

 Persoalan nya apakah semua Pemerintah daerah provinsi dengan segala
problematika siap terkait sumber penganggaran ?

 UU No. 23 th 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyisihkan peran
kab/kota terkait perlindungan konsumen.

 Tidak adanya Asosiasi konsumen barang/jasa sejenis dan perlunya
koordinasi terkait penegakan Undang-Undang perlindungan konsumen

Fungsi utama Lembaga negara adalah menciptakan
lingkungan negara yang kondusif, harmonis dan 
sebagai penghubung antara negara dengan rakyatnya
.



Tugas BPKN:

memberikan 
saran dan 
rekomendasi 
kpd 
pemerintah 
dlm rangka 
penyusunan 
kebijaksanaan 
di bidang 
perlindungan 
konsumen

melakukan
penelitian
thd barang
dan/atau
jasa yg 
menyangkut
keselamatan
konsumen

melakukan
penelitian dan
pengkajian
terhadap
peraturan
perundang-
undangan yg 
berlaku di 
bidang
perlindungan
konsumen

mendorong
berkembang
nya lembaga
perlindungan
konsumen
swadaya
masyarakat

menyebarluas
kan informasi
melalui media 
mengenai
perlindungan
konsumen
dan
memasyaraka
tkan sikap
keberpihakan
kepada
konsumen

menerima
pengaduan
tentang
perlindungan
konsumen dr 
masyarakat, 
lembaga
perlindungan
konsumen
swadaya
masyarakat, 
atau pelaku
usaha; dan

melakukan
survei yg 
menyangkut
kebutuhan
konsumen

Tugas LPKSM :
Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen::menyebarkan

informasi dlm
rangka 
meningkatkan
kesadaran atas hak
dan kewajiban dan
kehati-hatian
konsumen dlm 
mengkonsumsi
barang dan/atau jasa

memberikan 
nasihat kepada 
konsumen yang 
memerlukannya

bekerja sama
dengan instansi
terkait dalam
upaya
mewujudkan
perlindungan
konsumen

membantu konsumen
dalam memperjuangkan
haknya, termasuk
menerima keluhan atau
pengaduan konsumen

melakukan 
pengawasan 
bersama 
pemerintah dan 
masyarakat 
terhadap 
pelaksanaan 
perlindungan 
konsumen



Tugas dan Wewenang

Pasal 34 ayat
(1) UU 

Perlindungan
Konsumen

BPKN

Pasal 52 UU 
Perlindungan

Konsumen

BPSK
Pasal 44 ayat

(3) UU 
Perlindungan

Konsumen

LPKSM



Lanjutan:



PENUTUP
• Undang-undang tentang pemerintahan daerah (UU No. 

23 th 2014 dengan perubahannya terkait perlindungan
konsumen masih menyisihkan peran kabupaten/kota
terkait perlindungan konsumen.Keberadaan BPSK yang 
semula di perintahkan oleh UU tentang perlindungan
konsumen di dirikan disetiap daerah kab/kota saat ini
hanya di dirikan di pusat dan provinsi ,sehingga
kedepan diharapkan segera terbentuk BPSK di daerah
kab/kota , Hal ini diperlukan goodwiil dari semua pihak.

• Segera dibentuk Asosiasi pedagang barang dan Jasa  
yang sejenis untuk mempermudah dalam melakukan
pembinaan terkait perlindungan konsumen.





Perlindungan Konsumen dalam Sektor 
Jasa Keuangan, Transaksi Online, dan E-

commerce di Era Digital

Prof. Dr. Emiliana Sri Pudjiarti, Msi



Profil Usaha E’commerce Indonesia 

Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha pedagangan
elektronik memiliki nilai ekonomi bagus, 

Zaman Now, bisnis digital dan E commerce 
tengah hangat menjadi perbincangan. 
Banyak startup muncul dan semuanya 
berlomba untuk mendapatkan keuntungan 
dari peluang yang sedang tumbuh subur.

Transaksi di sektor E Digital mencapai 
Rp 495,2 triliun di 2023. Jumlah 
pelanggan baru belanja online 
meningkat tahun 2022, tapi tahun 2023 
agak menurun

Indonesia merupakan wilayah dengan 
pertumbuhan bisnis digital yang 
sangat pesat. Pertumbuhan 
perdagangan online Indonesia 
tertinggi mencapai 88,1% sehingga 
Indonesia masuk ke dalam jajaran top 
10 negara dengan pertumbuhan 
ekonomi digital tertinggi.



Bisnis digital berkorelasi dengan 4.0

Cepat

Desain 
Menarik

Customer 
Experience

Kemudahan
Akses

Transparansi
Transaksi





IKK Indonesia
IKK Tahun 2020 (49,07), Tahun 2021 (50,39), Tahun
2023 (53.23) masuk kedalam kategori “mampu”. 
Artinyaà konsumen terindikasi mampu menggunakan
hak dan kewajiban konsumen untuk menentukan
pilihan terbaik serta menggunakan produk dalam
negeri, dimana masih jauh dibandingkan dengan skor
ikk di negara maju mencapai minimal 60 an menuju
konsumen kritis dan berdaya.

Hak konsumen :
1. Hak mendapatkan barang/jasa yang aman, nyaman dan sesuai dengan yang dijanjikan;
2. Hak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur;
3. Hak mendapatkan pelayanan yang baik dan tidak diskriminatif;
4. Hak mendapatkan perlindungan dan penyelesaian sengketa; dan
5. Hak mendapatkan konpensasi dan ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai.

Kewajiban konsumen :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.



ILUSTRASI KONSUMEN 

Hal inilah yang menjadi ketidaktahuan konsumen untuk mempertahankan hak-hak nya, untuk
mendapatkan perlindungan, perlakuan dan pelayanan konsumen seutuhnya.
Terdapat dua faktor utama yang dominan memicu masih rendahnya indeks keberdayaan
konsumen (IKK) yang terjadi dimasyarakat:
1. kurangnya pengetahuan masyarakat soal regulasi dan lembaga terkait perlindungan

konsumen, 
2. perilaku komplain yang belum umum di kalangan konsumen.

v Seorang ibu membeli barang melalui toko daring di e-market place, 
mulai memilih-milih barang, membandingkan dengan toko lain, 
kemudian sampai pada tahap transaksi pembayaran, 

v si ibu melaluinya dengan aman-aman saja. Tetapi apa yang terjadi
pada saat barang di terima, ternyata barang tidak sesuai dengan yang 
diharapkan saat dulu ditawarkan.

v Apa yang dilakukan si ibu tsb .?  - bersikap adem-adem saja tidak
komplain, - mungkin dianggap nilai barang tidak seberapa - bikin
repot, - berkeinginan untuk komplain, tapi bingung kemana dan 
prosedurnya seperti apa.



Tantangan Peningkatan Literasi Keuangan 
Digital

v Populasi Indonesia 278,69 juta jiwa pada pertengahan
2023, Generasi muda 75%

v Pengguna internet  73,8 % dari populasi

v Lebih dari 16.000 pulau



Tantangan dan resiko Perlindungan konsumen di era 
digital



Kejahatan Keuangan di era digital



Mitigasi Risiko Kejahatan Keuangan  digital



Unsur edukasi dan perlindungan Konsumen

01
02

03

04
05

06
07 08

09



KESIMPULAN

v UU Nomor 8 tahun 1999, krusial untuk di revisi terkait dengan perdagangan yang 
berbasis online, karena di UU perlindungan konsumen tsb belum memasukkan
hal-hal terkait dengan basis on line.

v Revisi UU Perlindungan Konsumen harus memasukkan terkait platform digital, 
dimana aktivitas warga dalam berbelanja saat ini cukup menggunakan
handphone, sehingga dalam hal ini perlu dilindungi data konsumen.

v Apalagi tidak sedikit konsumen yang tertipu saat berbelanja online, dan banyak
juga hak-haknya yang kerap diabaikan.

v Ada kesus perdagangan dengan sistem pembayaran COD, yang memakan
korban pihak jasa kurir. Seharusnya bertanggung jawab adalah perusahaan
platform digital.



TERIMA KASIH



STRICT LIABILITY DALAM PERLINDUNGAN 
KONSUMEN UU No. 8/1999

Oleh :

Prof. Dr. Edy Lisdiyono.,SH.,M.Hum

Guru besar fakultas hukum untag semarang



Makna Strict liability  ?

• Strict liability (tanggung jawab ketat) adalah sebuah konsep hukum yang 
mengacu pada prinsip bahwa seorang produsen atau distributor dapat 
dianggap bertanggung jawab atas cedera atau kerusakan yang disebabkan 
oleh produk yang mereka hasilkan atau distribusikan, tanpa harus 
membuktikan bahwa mereka bersalah atau lalai dalam menghasilkan 
produk tersebut.

• Dalam konteks perlindungan konsumen, strict liability menekankan bahwa 
produsen atau distributor bertanggung jawab secara mutlak atas produk 
yang mereka pasarkan ke konsumen. 

• Jika produk yang mereka hasilkan atau distribusikan mengakibatkan cedera
atau kerusakan pada konsumen, mereka dapat dituntut secara hukum 
tanpa harus membuktikan unsur kesalahan atau kelalaian.



Definisi dan Lingkup Aplikasi Strict Liability :

• Tentukan dengan jelas definisi produk yang dimaknai 
dan produk apa saja yang dikecualikan.
•Pastikan juga batasan waktu berlakunya tanggung 

jawab mutlak dan apakah itu berlaku untuk semua 
produk atau hanya produk tertentu
•Pastikan juga batasan waktu berlakunya tanggung 

jawab mutlak Strict Liability 



• Tanggung Jawab Mutlak dan Cacat Produk: Jelaskan dengan jelas 
bahwa produsen atau distributor akan bertanggung jawab secara 
mutlak atas cedera atau kerusakan yang disebabkan oleh cacat produk. 
Tetapkan standar yang jelas untuk apa yang dianggap sebagai cacat 
produk, termasuk cacat desain, cacat manufaktur, atau kegagalan 
dalam memberikan peringatan yang memadai.

• Pentingnya Keamanan Produk: Sertakan ketentuan yang mendorong 
produsen untuk mematuhi standar keamanan produk yang ditetapkan 
oleh otoritas yang berwenang. Ini dapat mencakup persyaratan 
pengujian produk sebelum dijual, penerbitan peringatan yang jelas 
terkait penggunaan yang aman, dan pemenuhan standar kualitas 
tertentu.



• Kewajiban Pemberitahuan: Tetapkan kewajiban bagi produsen atau 
distributor untuk memberi tahu otoritas terkait jika mereka mengetahui 
adanya cacat produk yang dapat membahayakan konsumen. Ini dapat 
membantu mencegah potensi risiko yang lebih besar.

• Perlindungan Konsumen: Pastikan bahwa undang-undang ini 
memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen yang 
mengalami cedera atau kerusakan akibat cacat produk. Tetapkan 
prosedur yang jelas untuk mengajukan klaim dan mendapatkan ganti 
rugi.

• Sanksi dan Ganti Rugi: Tentukan sanksi yang akan dikenakan jika 
produsen atau distributor melanggar kewajiban mereka berdasarkan 
undang-undang ini. Termasuk juga ketentuan terkait jumlah ganti rugi 
yang dapat diklaim oleh konsumen yang terkena dampak



• Bukti dan Pembuktian: Atur bagaimana beban bukti akan 
ditangani dalam klaim yang berkaitan dengan strict liability. 
Mungkin diperlukan kewajiban bagi produsen atau distributor 
untuk membuktikan bahwa produk mereka tidak cacat atau 
bahwa cedera tidak disebabkan oleh cacat produk.

• Pengawasan dan Penegakan: Tetapkan mekanisme 
pengawasan dan penegakan undang-undang ini oleh otoritas 
yang berwenang. Pastikan bahwa ada prosedur yang jelas 
untuk melaporkan pelanggaran dan mengambil tindakan 
hukum yang sesuai.



•SEKIAN
•TERIMA  KASIH
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